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PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT


PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT

NOMOR  35 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PRAKTIK BIDANG KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

Menimbang
:
a.
Bahwa dalam upaya meninggalkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta secara merata, terjangkau dn dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan sitem Kesehatan Nasional yang semakin meningkat dan berkembang, perlu pembinaan, pengaturan dan pengawasan bidang tersebut;


b.
bahwa sehubungan dengan huruf a, dan sebagaimana upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pembinaan pengaturan dan pengawasan bidang tersebut perlu dipungut biaya retribusi;



c.
bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Praktik Bidang Kesehatan;
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor: 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);



2.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan (Lembaran negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);


3.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);


4.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);



5.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4489);



6.
Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431);

7.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran negara Nomor 4438);

9.
Perturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah  (LembaranNegara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

10.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom  (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11.
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 916/Menkes/Per/VIII/1997 tentang Tenaga Medis;

12.
Peraturan Daerah KabupatenLahat Nomor 17 tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2000 Nomor 47);

13.
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 16 tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat (lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2005 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan

BUPATI LAHAT

M E M U T U S K A N:

Menetapkan

:
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PRAKTIK BIDANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1



Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lahat;

2. Bupati adalah Bupati lahat;

3. Pemerintah adalah pemerintah Kabupaten lahat;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas kesehatan Kabupaten Lahat.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat.

7. Badan POM adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) yang berkedudukan di Jakarta;

8. Balai Besar POM adalah Balai Besar Pengawas Obat dan makanan yang berkedudukan di Palembang;

9. Balai POM adalah Balai Pengawas Obat dan Makanan yang berkedudukan di bengkulu;

10. Tenaga kesehatan adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan sesuai dengan profesinya, baik diluar negeri maupun didalam negeri sbb: dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, ahli farmasi, ahlimadya farmasi, asisten farmasi, ahlimadya keperawatan, badan, perawat , analis kesehatan, refraksionis.

11. Surat penugasan selanjutnya disingkat SP adalah surat yang diberikan oleh Separtemen Kesehatan Republik Indonesia.

12. Surat izin kerja selanjutnya disingkat (SIK) adalah sura izin yang diberikan kepada tenaga kesehatan untuk menjalankan praktik disarana pelayanan kesehatan.

13. Surat izin Praktik (SIP) adalah izin yang diberikan kepada dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, dan ahli madya keperawatan yang menjalankan praktik setelah memenhui persyaratan.

14. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sedua farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.

15. Toko obat adalah pedagang eceran obat, yaitu badan atau perorangan yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas untuk menyimpan obat-obatan.

16. Optik adalah suatu tempat dimana diselnggarakan pelayanan kaca mata baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri.

17. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan, kepada Apotik Pengelolaan Optik untuk menyediakan dan menyerahakn obat bagi penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18. Sedia farmasi adalah obat, bahan obat, obat asli Indonesia alat kesehatan dan kosmetik.

19. Laboratorium klinik adalah tempat yang digunakan untuk pemeriksaan bahan yang berasal dari tubuh manusia, untuk menunjang diagnosa dan fatogensis  penyakit.

20. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

21. Program kesehatan adalah suatu kegiatan pembangunan kesehatan yang besifat menyeluruh, meliputi penggunaan berbagai sumber yang terintegrasi dilaksanakan secara berkesinambungan dengan penjadwalan waktu yang jelas guna mencapai tujuan.

22. Pelayanan kesehatan adalah suatu tempat tertentu untuk melakukan pekerjaan praktik tenaga kesehatan dan harus memenuhi persyaratan yang meliputi sarana kesehatan dan tempat tidur.

23. Klinik bikin gigi adalah satu tempat tertentu yang dilakukan oleh badan atau perorangan yang memiliki izin untuk pembuatan gigi palsu.Salon kecantikan adalah sarana pelayanan umum untuk pemeliharaan kecantikan khususnya memeliharan dan merawat kesehatan kulit, rambut dengan menggunakan kosmetik secara manual, preparatif dan dekoratif tanpa tindakan oprasi.

24. Salon Kecantikan adalah pelayanan pemeliharaan kecantikank hususnya memelihara dan memeliharan kecantikan kulit, rambut dengan menggunakan kosmetik secara manual, preparatif, aparat dan dekoratif tanpa tindakan operasi.

25. Wajib Retribusi adalah oarang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

26. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

27. Surat pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan.

28. Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKPRD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang tertuang.

29. Surat Keterangan Retribusi Daerah  Kurang bayar Tambahan (SKRDKBT) adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribsi yang telah ditetapkan.

30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar (SKRDLB) adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang teruntang atau seharusnya tidak terutang.

31. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi  berupa bunga atau denda.

32. Surat keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib pajak.

33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah.

34. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya diisebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangka.
BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal  2
Pembinaan, pengaturan dan pengawasan izin praktik serta penyelenggaraan pelayanan dibidang kesehatan dimaksudkan agar keberadaan tenaga dan sarana kesehatan dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam menunjang pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan dalam Kabupaten Lahat.

Pasal  3
Tujuan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagaimana upaya pengaturan pemanfaatan tenaga kesehatan di sarana kesehatan.

BAB III

IZIN PRAKTIK BIDANG KESEHATAN

Pasal  4
Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan bidang kesehatan dalam daerah Kabupaten Lahat, harus mendapatkan izin Bupati melalui Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Lahat.

Pasal  5
Izin Praktik dan penyelnggaraan pelayanan kesehatan swasta sebagimana dimaksud Pasal 4 terdiri dari:

a. Izin pelayanan medik dasar.

b. Izin pelayanan medik spesial

c. Izin kerja tenaga kesehatan

d. Izin Penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan

e. Izin penyelenggaraan penjualan obat / alat kesehatan

f. Izin penyelenggaraan salon kecantikan dan kosmetik.

(1) Izin pelayanan medik dasar sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a terdiri dari:

a. Praktik perorangan dokter spesialis

b. Praktik berkelompok dokter spesialis

(2) Izin pelayanan medik spesialistik sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b terdiri dari:

a. Praktik perorangan dokter spesial

b. Praktik berkelompok dokter spesialis

(3) Izin kerja tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c terdiri dari:

a. Izin kerja Farmasis (Apoteker)

b. Izin kerja Ahlimadya farmasis (DIII Farmasis)

c. Izin kerja Asisten Farmasis (Asisten apoteker)

d. Izin kerja Perawat Gigi

e. Izin kerja Ahlimadya keperawatan

f. Izin kerja perawat

g. Izin kerja ahlimadya kebidanan

h. Izin kerja bidan

i. Izin kerja ahlimadya analis kesehatan

j. Izin kerja analis kesehatan

k. Izin kerja refraksionis.

(4) Izin penyelnggaraan sarana bidang kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, e dan f terdiri dari:

a. Izin penyelnggaraan Apotik

b. Izin penyelnggaraan toko obat

c. Izin penyelnggaraan Optik

d. Izin balai pengobatan swasta dan pengobatan Alternatif

e. Izin Balai Kesehatan swasta dan pengobatan alternatif

f. Izin Balai Kesejahteraan ibu dan anak

g. Izin Rumah Sakit

h. Izin penyelnggaraan tukang gigi

i. Izin Penyelnggaraan Salon Kecantikan Tipe A/D

j. Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan tipe C/D
Pasal  7
(1) Tenaga kesehatan yang akan melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya pada sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki surat izin praktik (SIP) dan Suart Izin Keja (SIK).

(2) Sarana Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana pelayanan kesehatan dasar dan sara pelayanan kesehatan rujuk, sarana penyelnggaraan penjualan obat/alat kesehatan, sarana penyelenggaraan salon kecantikan dan kosmetik.

Pasal  8
Permohonan izin praktik dan penyelnggaraan pelayanan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat.

Pasal  9
(1) Tenaga kesehatan yang baru lulus untuk memperoleh rekomendasi guna kelengkapan izin praktik untuk pertama kali, tidak dipersyaratkan adanya perolehan angka kredit.

(2) Setiap tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan untuk meninggalkan kemampuan dan keilmuan klinis bidang profesinya.

(3) Surat Izin Praktik dapat diberikan kepada tenaga kesehatan lulusan luar negeri apabila memiliki surat keterangan selesai melakukan administrasi yang dikeluarkarkan oleh Pimpinan Sarana Pendidikan yang terakreditasi.

Pasal  10
(1) Surat Izin Praktik tenaga kesehatan berlaku untuk jangka waktu selama 5 9Lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali, dengan mengajukan permohonan perjanjian izin.

(2) Khusus untuk izin apotik berlaku seterusnya selama apotek yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan dan apoteker pengelolaan apotek dapat melaksanakan pekerjaannya dan masih memenuhi persyaratan sebagamana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal  12
Surat izin bidang kesehatan harus dipanjang pada ruangan tempat praktik dan bagi tenaga medis nomor surat izin praktik harus dicantumkan pada kertas resep.

BAB IV

PEJABAT YANG BERWENANG MENGELUARKAN

DAN MENCABUT SURAT IZIN PRAKTIK

Pasal  13
(1) Pejabat yang berwenang mengeluarkan dan mencabut surat izin bidang kesehatan adalah Bupati Lahat.

(2) Dalam hal tidak ada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk pejabat lain.

Pasal  14
(1) Permohonan surat izin bidang kesehatan yang disetujui atau ditolak harus disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada pemohonan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan tersebut diterima.

(2) Apabila Kesehatan memeberi alasan penolakan.

Pasal  16

Pencabutan surat izin bidang kesehatan dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat berdasarkan:

a. Keputusan tim penyidik /PPNS yang ditunjuk.

b. Permintaan dari yang bersangkutan.

Pasal  17

(1) Surat keputusan pencabutan izin bidang kesehatan disampaikan kepada tenaga kesehatan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan/

(2) Dalam surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebutkan lamanya jangka waktu pencabutan surat izin.

(3) Jika keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterima oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat menagjukan keberatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan diterima.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal  18
(1) Kepala Dinas Kesehatan atau organisasi profesi yang terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik.

(2) Kepala Dinas Kesehatan atau organisasi profesi dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini.

(3) Peringatan lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, apabila tenaga kesehatan yang bersangkutan tidak menunjukan adanya perbaikan sikap, maka Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat dapat mencabut surat izin tenaga kesehatan tanpa pertimbangan lain.

Pasal  19
(1) Tenaga kesehatan dilarang::

a. Melakukan peruatan yang bertentangan dengan standar profesi.

b. Menjalankan praktik diluar ketentuan yang tercantum dalam surat izin praktik.

c. Memberikan atau meracik obat, kecuali suntikan (bagi tenaga medis dan para medis)

d. Mencajankan praktik dalam keadaan fisik dan mental terganggu.

e. Melakukan praktik dibidang ksehatan tanpa izin.

f. Melakukan praktik dibidang kesehatan tanpa mendapatka pengakuan / adaptasi.

g. Melakukan praktik dibidang kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang bertugas didaera terpencil yang tidak ada apotik atau menolong orang sakit dalam keadaan darurat.

Pasal  20

(1) Tenaga kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:
a. Untuk pelanggaran ringan pencabutan izin paling lama 3 (tiga) bulan.

b. Untuk pelanggaran sedang pencabutan izin paling lama 6 (enam) bulan.

c. Untuk pelanggaran berat pecabutan izin paling lama (satu) tahun

(2) Penerapan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasrakan atas motif pelanggaran serta situasi setempat.

Pasal  21

Pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang tidak melaporkan tenaga kesehatan yang berpraktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan atau mempekerjakan tenaga kesehatan tanpa izin, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

NAMA< OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 22
(1) Dengan nama retribusi izin praktik bidang kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin praktik dibidang kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Ojek retribusi adalah pelayanan pemberian izin praktik bidang kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan pemberian izin praktik bidang kesehatan oleh Pemerintah.

BAB VII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal  23
Retribusi izin Praktek Bidang Kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB VIII

RETRIBUSI

Pasal  24
(1) Untuk setiap pemberian surat izin dibidang kesehatan dikenakan retribusi.
(2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Izin Pelayanan Medik dasar .


- Izin praktik perorangan dokter umum
Rp. 100.000,-


- Izin praktik perorangan doketr gigi
Rp. 100.000,-


- Izin praktik berkelompok dokter umum
Rp. 150.000,-


- Izin Praktik perorangan ahli madya 


  Keperawatan
Rp.   50.000,-


- Izin praktik perorangan ahlimadya


  Kebidanan
Rp.   50.000,-


- Izin praktik perorangan bidan
Rp.   50.000,-

b.
Izin Pelayanan Medik Spesialis


- Izin praktik perorangan dokter spesialis
Rp. 150.000,-


- Izin praktik berkelompok dokter spesialis
Rp. 250.000,-

c.
Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan


- Izin kerja farmasis
Rp.   75.000,-


- Izin kerja ahlimadya famasis
Rp.   25.000,-


- Izin kerja asisten farmasis
Rp.   25.000,-


- Izin kerja perawat gigi
Rp.   25.000,-


- Izin kerja ahli madya keperawatan
Rp.   25.000,-


- Izin kerja perawat
Rp.   25.000,-


- Izin kerjaahlimadya kebidanan
Rp.   25.000,-


- Izin kerja ahlimadya analis kesehatan
Rp.   25.000,-


- Izin kerja analis kesehatan
Rp.   25.000,-


- Izin kerja refraksionis
Rp.   25.000,-

d.
Izin penyelenggaraan sarana dibidang kesehatan


- Izin penyelenggaraan apotik
Rp. 150.000,-


- Izin penyelenggaraan toko obat
Rp.   50.000,-


- Izin penyelenggaraan optik
Rp. 125.000,-


- Izin penyelenggaraan balai pengobatan 


  Swasta
Rp. 150.000,-


- Izin penyelenggaraan rumah bersalin


  Swasta
Rp. 150.000,-


- Izin penyelenggaraan BKLA
Rp. 125.000,-


- Izin peneyelenggaraan laboratorium


  Klinik swasta
Rp. 150.000,-


- Izin penyelenggaraan tukang bikin gigi 


  Palsu
Rp. 100.000,-


- Izin penyelenggaraan salon kosmetik


  Type A-B
Rp.   75.000,-


- Izin penyelenggraan salon kecantikan


  Type C-D
Rp.   50.000,-

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal  25
Retribusi yang tertuang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan dan jasa diberikan.

BAB X

TATACARA PEMUNGUTAN

Pasal  26
(1) Wajib retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD).

(2) Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat 91) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat 91) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal  27
(1) Berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) ditetapkan retribusi tertuang dengan menerbitkan Surat ketetapan Daerah atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditentukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang tertuang, maka dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan sebagiamana dimaksud ayat (1) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal  28
Retribusi dengan menggunakan Surat ketetapan Retribusi Daerah atau Dokumen lain yang diperiksakan dan surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan.

Pasal  29
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal  30
Dalam hal Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurangf membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang tertuang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal  31
(1) Pembayaran Retribusi yang tertuang harus dilunasi sekaligus dimuka.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal  32
(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jarak waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang tertuang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat 91) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

KEBERATAN

Pasal  33
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditujukan atau surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketatapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan adalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena kedaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga dapat dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
Pasal  34
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi tertuang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal  35
(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimannya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
(3) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.

(6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulanBupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal  36
(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:

a. Nama dan alamat wajib retribusi.

b. Masa retribusi

c. Besarnya kelebihan pembayaran

d. Alamat yang singkat dan jelas

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti surat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal  37
(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBERSIAN RETRIBUSI

Pasal  38
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII

KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal  39
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat tertuang retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila.

a. diterbitkannya surat teguran; atau

b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

PENYIDIK

Pasal  40
(1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud oleg Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat yang pengangkutannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat 91) berwenang:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

b. Melakukan tindak pertama pada saat itu di tempatkan kejadian dan melakukan pemeriksaan.

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

d. Melakukan penyitaan benda atau surat

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41
(1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima rupiah).

(2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan kuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.
BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal  42
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan wajib mengadakan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal  XXI

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengani pelaksanaannya.
Pasal  44
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat

pada tanggal                                           2006

B  U P A T I  L A H A T,

dto

H. H A R U N A T A

Diundangkan di Lahat

pada tanggal                                  2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

dto

H. MOHD. AMIN DAOED
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2006 NOMOR...............










